
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

Mengingat 

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 
Anggaran 2020, perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada h uruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020; 

Ketiga Atas . Peraturan Menteri 
205/PMK.07 /2020 tentang 

Desa, maka Peraturan Bupati 
Tahun 2020 tentang Tata Cara 

tentang Perubahan 
Keuangan Nomor 
Pengelolaan Dana 
Pemalang Nomor 5 

.. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32A 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07 /2020 

Menimbang 

BUPATI PEMALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN .DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEMALANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

PERATURAN BUPATI PEMALANG 
NOMOR lo9 TAHUN 2020 

TENT ANG 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07 / 
2019 ten tang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 156/PMK.07 / 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 11193); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 249); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ a tau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5); 

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2020 Nomor 5), sebagimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten 
Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 22); 
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Pasal 10 

( 1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai: 
a. Pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan 

Desa dan Pem berdayaan Masyarakat Desa; 
b. Penggulangan dampak ekonomi akibat Pandemi 

Corona Vims Disease 19 (COVID-19). 
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129). 

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Pemalang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 
Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 

MOHAMAD ARIFIN 

Diundangkan di 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, 

> \ 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal c 

\ 

Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Pasal II 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada Bupati, dengan tembusan Camat. 

Pasal 12A 

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal 
yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yaitu 
BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IVA 

PELAPORAN 

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan untuk 
kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terpenuhi. 

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa mengenai APB Desa. 
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Cap 
ttd 

MOHAMAD ARIFIN 
TO,SH,MS.i 

embi a Tingkat I 
18 199203 1 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 69 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABU AT. N PEMALANG 

Diundangkan di Pemalang 
pada tanggal 2 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, 

BUPATI PEMALANG, 

Cap 
ttd 

JUNAEDI 

Ditetapkan di Pemalang 
pada tanggal 2 Desember 2020 

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang. 

Pasal II 

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap 
penyaluran kepada Bupati, dengan tembusan Camat. 

Pasal 12A 

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal 
yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yaitu 
BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IVA 

PELAPORAN 

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan untuk 
kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terpenuhi. 

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan 
Desa mengenai APB Desa. 
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